
 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR 13 TAHUN 2013 

TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang  : a. bahwa bangunan gedung merupakan tempat melakukan 

kegiatan untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang 
terwujudnya tujuan pembangunan Daerah; 

  b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada pertimbangan huruf a harus sesuai dengan 
fungsi, serta memenuhi persyaratan administratif, teknis 
bangunan gedung dan Rencana Tata Ruang Wilayah, guna 

menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan penghuni 
dan lingkungannya; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Bangunan Gedung; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang       Nomor 20 Tahun 

1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4010); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonsia Tahun Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5168); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5252); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010     Nomor 
2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 69);  
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15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 86);  

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat          
Nomor 125);  

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan 
Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 

Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 137);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah 

Provinsi Jawa Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Bangunan adalah suatu susunan elemen-elemen yang 
membentuk fungsi untuk mewadahi aktivitas manusia 
dengan segala komponen yang dibutuh dalam aktivitas 

tersebut. 
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5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di 
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau 
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, 

kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

6. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan 
pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses 

perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta 
kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. 

7. Pendirian Bangunan Gedung adalah pekerjaan 

mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, 
termasuk perkerjaan menggali, menimbun, atau 

meratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan 
pengadaan bangunan gedung. 

8. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya 

pada persil atau tapak sebagai batas minimum 
diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung 

dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai 
atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar 
atau batas persil atau tapak. 

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang 
selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan 
strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. 

10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah 

arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah 
Kabupaten/Kota. 

11. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang 

persyaratan pemanfaatan ruang yang ketentuan 
pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona 

peruntukan yang penetapan zonanya ditetapkan dalam 
Rencana Rinci Tata Ruang. 

12. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya 

disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu 
kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang 
memuat rencana program bangunan dan lingkungan, 

rencana umum dan panduan rancangan, rencana 
investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman 

pengendalian pelaksanaan. 

13. Intensitas Bangunan adalah ketentuan teknis tentang 
kepadatan dan ketinggian bangunan gedung yang 

dipersyaratakan pada suatu lokasi atau kawasan tertentu, 
yang meliputi koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien 

lantai bangunan (KLB), dan jumlah lantai bangunan. 

14. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk 
mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik 

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
menghadapi ancaman bencana. 

15. Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang dan membuat 

kontruksi bangunan.  
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16. Arsitektur Daerah adalah arsitektur yang menerapkan 

normal dan tata nilai yang berakar, tumbuh dan 
berkembang di masyarakat Jawa Barat.  

17. Bangunan Hijau (green building) adalah bangunan gedung 

yang bertanggungjawab terhadap lingkungan dan 
sumberdaya yang efisien dari sejak perencanaan, 

pelaksanaan konstruksi, pemugaran, pemeliharaan, 
sampai dekonstruksi. 

 

Bagian Kedua 

Asas 

Pasal 2 

Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas : 

a. kemanfaatan; 

b. keselamatan; 

c. keseimbangan; dan 

d. keserasian.  

 

Bagian Ketiga  

Maksud dan Tujuan 

Paragraf 1 

Maksud 

Pasal 3 

Maksud pengaturan bangunan gedung adalah untuk mengatur 

kegiatan pendirian bangunan gedung di Daerah, yang 
menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penghuni 
dan lingkungannya. 

 

 Paragraf 2 

Tujuan 

Pasal 4 

Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk : 

a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai 
dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras 
dengan lingkungannya; 

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung 
yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari 

segi keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan 
kemudahan; dan 

c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung. 

 

 

 

 


